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INTISARI

Sertipikat hak atas tanah dapat dibebani hak tanggungan, sebab sertipikat
Hak Atas Tanah merupakan surat tanda bukti hak yang terkuat dan aman untuk
dijadikan jaminan serta kejelasan mengenai obyeknya yaitu tanah itu sendiri,
tidakmudah hilang, tidak mudah musnah serta tidak berkurang bahkan harganya
semakin meningkat, oleh karena itu wajar apabila tanali dijadikan sebagai jaminan
kredit. Dengan pembebanan hak tanggungan maka si pemegang hak dapat
memperoleh kredit dari bank. Tujuan Penelitian ini adalali untuk mengetahui
bagaimana pengaruh hak tanggungan terhadap permohonan sertipikat hak atas
tanali di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta. Teknik
pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan
kuesioner. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis
korelasi product moment untuk menentukan pengaruh Hak Tanggungan terhadap
perrmohonan sertipikat hak atas tanah dan metode deskriptif komparatif untuk
membandingkan jumlah sertipikat hak atas tanali dan hak tanggungan sebelum
dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dianalisis
bahwa tidak ada pengaruh antara hak tanggungan terhadap permohonan sertipikat
hak atas tanah di Kecamatan Purworejo. Karena angka korelasi absolut antara
vanabel x dan vanabel y yang diperoleh lebih besar daripada harga r kritis
(0,7594 > 0,312). Sedangkan pengaruh yang ditimbulkan sesudah berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah peningkatan jumlah permohonan
sertipikat hak atas tanah di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jika
dilihat dan jumlah rata-rata per tahun peningkatan permohonan sertipikat hak
tanggungan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebanyak
267 buah dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4Tahun 1996 jumlah
rata-rata per tahun menjadi 277 buah. Sedangkan peningkatan permohonan
sertipikat hak atas tanah juga mengalami peningkatan sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebanyak 4069 buah dan sesudah
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 jumlah rata-rata per tahun
menjadi 4379 buah. Dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 jumlah sertipikat hak atas tanah mengalami peningkatan. Jadi tidak
ada pengaruh antara hak tanggungan terhadap pennohonan sertipikat hak atas
tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik

untuk keperluan pemukiman, perindustrian, pertaman maupun untuk keperluan

lainnya, sedangkan jumlah dan luasnya selalu tetap.

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan yang telah digariskan

ketentuan-ketentuan pokoknya dalam UUPA yang pada dasarnya merupakan

penjabaran dari ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan tanah dan sumber

daya alam pada umumnya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

1945, pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-

besarkemakmuran rakyat."

Akibat pembangunan nasional yang sangat pesat dewasa ini terutama

pembangunan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh para pelaku

pembangunan baik pemenntah, swasta dan perorangan yang berasal dari

penanaman modal asing atau dalam negeri, secara langsung pelaksanaan

pembangunan di bidang ekonomi akan berdampak pada besarnya penyediaan

dana untuk proses pembangunan ini salah satunya melalui perkreditan. Dengan



demikian kegiatan di bidang perkreditan mengalami peningkatan, sehingga

kepentingan untuk mendapatkan dana bagi berbagai pihak perlu diperhatikan dan

yang sangat penting adalah terciptanya kepastian dan perlindungan hukum. Di

dalam kegiatan perkreditan tidak hanya melibatkan satu pihak tetapi beberapa

pihak Iain, diantaranya pihak pemerintah,swasta dan perorangan yang

berhubungan dengan sistem tersebut.

Dengan kondisi yang berhubungan dengan sistem tersebut di atas untuk

menampung dan mengamankan kegiatan di bidang perkreditan terutama untuk

memenuhi kebutuhan akan tersedianya dana untuk pembangunan yang berkaitan

dengan peminjaman kepada debitur dengan jaminan sesuatu hak atas tanah serta

untuk menjamin kepastian hukum dan keseimbangan dalam perlindungan hukum

kepada para pihak penerima dan pemberi kredit, maka pada tanggal 9April 1996

telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

Tanah. Terbitnya Undang-Undang Hak Tanggungan ini berarti menciptakan

unifikasi hukum tanah nasional terutama di bidang hak jaminan atas tanah. Hak

jaminan yang dipakai sebelum terbitnya hak tanggungan ini adalah menggunakan

ketentuan-ketentuan lama yaitu dengan menggunakan ketentuan lembaga hak

jaminan hipotik dan creditverband yang berasal dari zaman Belanda.



Prinsip yang ada dalam hak tanggungan, yaitu bahwa obyek hak

tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Wajib didaftar, untuk memenuhi syarat publisitas,

2. Dapat dipindahtangankan, untuk memudahkan pelaksanaan

pembayaran hutang yang dijaminkan pelunasannya.

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, hak pakai atas tanah negara

dimungkinkan untuk dijadikan obyek hak tanggungan apabila telah memenuhi

kedua persyaratan tersebut di atas. Dalam pasal 51 Undang-Undang Pokok

Agraria disebutkan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, hak

guna bangunan, hak guna usaha tetapi dalam perkembangannya hak pakai atas

tanah negara terutama yang diberikan pada perorangan atau badan hukum

perorangan atau hukum perdata dapat dijadikan obyek hak tanggungan. Seperti

yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1Tahun 1966 yaitu tentang

Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan. Dengan demikian hak pakai

perorangan dan badan hukum perdata memenuhi kedua persyaratan tersebut yaitu

wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan, sedangkan hak pakai yang diberikan

kepada instansi, badan hukum asing,badan-badan keagamaan dan sosial yang

jangka waktunya tidak dibatasi sepanjang untuk keperluan tertentu, walaupun

Waiib didaftar Sifatnva te.tani tidak Hflrwt Hininrlshtnnounlran Han HiKonlon o^Io^o



tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, bukan merupakan obyek hak

tanggungan.

Salah satu syarat dalam pembenan hak tanggungan adalah tanah tersebut

harus sudah mempunyai tanda bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah. Berarti

tidak bisa seseorang mengajukan hak tanggungan kalau tidak ada sertipikat.

Setelah tanah tersebut memperoleh tanda bukti hak atau sertipikat, bagi pemilik

tanah juga dapat memanfaatkan sertipikat tanahnya yang digunakan sebagai

jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Dengan pembebanan tersebut bagi si pemegang hak tanggungan dapat

digunakan sebagai jaminan kredit dari bank. Sertipikat hak atas tanah dapat

dibebani hak tanggungan, sebab sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda

bukti hak yang terkuat dan aman untuk dijadikan jaminan serta kejelasan

mengenai obyeknya yaitu tanah itu sendiri tidak mudah hilang, tidak mudah

musnah serta pada umumnya harga tanah tidak berkurang bahkan semakin

meningkat, oleh karena itu wajar tanah dijadikan sebagai jaminan kredit.

Diharapkan dengan kcluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan ini akan

mempengaruhi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Dan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertank uniuk mengadakan

penelitian dengan judul tentang :

"nckir1 a r»r tf i



SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO

KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH ."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusun dapat merumuskan

masalah sebagai berikut:

"Bagaimana pengaruh hak tanggungan terhadap permohonan sertipikat

hak atas tanah di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo 7"

C. Batasan Masalah

Dengan keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki oleh peneliti

dan guna mengarahkan penelitian ini kepada pokok permasalahan yang diangkat

serta untuk menjamin kedalaman isinya, maka perlu dilakukan pembatasan

terhadap permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data sebelum adanya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 dan

Data sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dari tahun 1996

sampai dengan tahun 1999.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

"Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hak tanggungan terhadap

permohonan sertipikat hak atas tanah di Kecamatan Purworejo Kabupaten

Purworejo".

2. Kegunaan Penelitian

Dalam rangka memperoleh suatu praktek di dalam hal pelaksanaan hak

tanggungan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dianalisis

mengenai pengaruh hak tanggungan terhadap permohonan sertipikat hak atas tanah di

Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, maka dapat

diambil kesimpulansebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada pengaruh antara hak tanggungan dan permohonan sertipikat hak

atas tanah. Karena angka korelasi absolut antara variabel x dan variabel y yang

diperoleh lebih besar daripada harga r kritis ( 0,7594 > 0,312 ). Hal ini berarti

tidak ada pengaruh antara hak tanggungan dan permohonan sertipikat hak atas

tanah. Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang penulis ajukan dan

setelahdianalisis ternyata hipotesis terbukti.

2. Pengaruh yang ditimbulkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 jumlah permohonan sertipikat hak atas tanah mengalami peningkatan dari

4069 buah rata-rata per tahun menjadi 4379 buah rata-rata per lahunnya. Jadi

tidak ada pengaruh antara hak tanggungan terhadap permohonan sertipikat hak

atas tanah di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
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Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang penulis ajukan dan setelah

dianalisis ternyata hipotesis terbukti.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang penyusun lakukan serta

kenyataan di lapangan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya sertipikat hak

atas tanah.

2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan mempercepat dan

mempermudah proses pendaftaran hak atas tanah.
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